BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10
huruf b dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan perlu diubah untuk meningkatkan
profesionalisme dan pelayanan Rumah Sakit Daerah
serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan;



Mengingat

0 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa  Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);



6.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 32
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C), diubah

sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan
2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.



Oa.

9b.

10.

11.

Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Malang.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Pusat Kesehatan  Masyarakat yang  selanjutnya
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Unit Organisasi yang bersifat Khusus yang selanjutnya
disebut UBK adalah unit organisasi yang diberikan
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.

Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan
alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan
teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah,

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya
disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran
bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan
untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan,
rumah tangga dan tempat-tempat umum.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk
produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi untuk manusia.

Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun
tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat
dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi.
Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,
sediaan sarian (gelanik), atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan
untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia
(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian
luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan
dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau
memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat
tradisional dan kosmetika.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin
dan/atau implan yang tidak mengandung obat
yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki

fungsi tubuh.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pelayanan kesehatan primer (primary health care) atau
pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan
kesehatan yang paling depan, yang pertama kali
diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami
gangguan kesehatan atau kecelakaan.

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan
dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun
secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan
dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku
di masyarakat.

Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan
kesehatan yang memungkinkan adanya penyerahan
tanggung jawab secara timbal balik atas masalah
yang timbul, baik secara vertikal maupun horizontal
pada fasilitas pelayanan yang lebih kompeten,
terjangkau, rasional, dan tidak dibatasi wilayah
administrasi.

Surveilans epidemiologi adalah suatu alat atau sarana
atau metode penunjang dalam melakukan kegiatan
pengamatan, penyelidikan dan pencegahan dari
penyebaran suatu penyakit melalui pendekatan
karakteristik atau sifat penyakit.

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit
menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya
meningkat secara bermakna (nyata) melebihi keadaan
yang lazim pada waktu dan daerah tertentu.

Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB
adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan
atau kematian yang bermakna secara epidemiologis

pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;



(2)

(3)

Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Sumber Daya Kesehatan;

UPT;

UBK; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

5@ om0 a0

Sekretariat, Bidang, UPT, dan UBK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPT,
Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Puskesmas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

moop o T

perumusan kebijakan bidang kesehatan;

pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
pelaksanaan administrasi Dinas;

pembinaan UPT dan UBK;

pemberian perizinan dan pembinaan, pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program
kegiatan di lingkungan Dinas; dan

. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan

lembaga lainnya.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 37

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas,
dibentuk UPT pada Dinas.



(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa Puskesmas sebagai wunit organisasi bersifat
fungsional.

(3) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Di antara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB IV
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan A,
yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A
UBK

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua)
pasal yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas,
dibentuk UBK pada Dinas.

(2) UBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
Rumah  Sakit Daerah  sebagai unit organisasi
bersifat khusus.

(3) Pembentukan UBK pada Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37B

UBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1)
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Direktur
Rumah Sakit Daerah, Kepala Puskesmas dan Kelompok
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah
diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



10

8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni
BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan
di Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Juni 2021
BUPATI MALANG,
ttd.
SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 16 Seri C
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BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10
huruf b dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan perlu diubah untuk meningkatkan
profesionalisme dan pelayanan Rumah Sakit Daerah
serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa  Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);





11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 32
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C), diubah

sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan
2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.





Oa.

9b.

10.

11.

Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Malang.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Pusat Kesehatan  Masyarakat yang  selanjutnya
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Unit Organisasi yang bersifat Khusus yang selanjutnya
disebut UBK adalah unit organisasi yang diberikan
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.

Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan
alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan
teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah,

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.





12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya
disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran
bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan
untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan,
rumah tangga dan tempat-tempat umum.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk
produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi untuk manusia.

Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun
tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat
dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi.
Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,
sediaan sarian (gelanik), atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan
untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia
(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian
luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan
dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau
memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat
tradisional dan kosmetika.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin
dan/atau implan yang tidak mengandung obat
yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki

fungsi tubuh.





19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pelayanan kesehatan primer (primary health care) atau
pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan
kesehatan yang paling depan, yang pertama kali
diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami
gangguan kesehatan atau kecelakaan.

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan
dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun
secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan
dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku
di masyarakat.

Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan
kesehatan yang memungkinkan adanya penyerahan
tanggung jawab secara timbal balik atas masalah
yang timbul, baik secara vertikal maupun horizontal
pada fasilitas pelayanan yang lebih kompeten,
terjangkau, rasional, dan tidak dibatasi wilayah
administrasi.

Surveilans epidemiologi adalah suatu alat atau sarana
atau metode penunjang dalam melakukan kegiatan
pengamatan, penyelidikan dan pencegahan dari
penyebaran suatu penyakit melalui pendekatan
karakteristik atau sifat penyakit.

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit
menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya
meningkat secara bermakna (nyata) melebihi keadaan
yang lazim pada waktu dan daerah tertentu.

Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB
adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan
atau kematian yang bermakna secara epidemiologis

pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;





(2)

(3)

Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Sumber Daya Kesehatan;

UPT;

UBK; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

5@ om0 a0

Sekretariat, Bidang, UPT, dan UBK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPT,
Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Puskesmas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

moop o T

perumusan kebijakan bidang kesehatan;

pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
pelaksanaan administrasi Dinas;

pembinaan UPT dan UBK;

pemberian perizinan dan pembinaan, pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program
kegiatan di lingkungan Dinas; dan

. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan

lembaga lainnya.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 37

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas,
dibentuk UPT pada Dinas.





(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa Puskesmas sebagai wunit organisasi bersifat
fungsional.

(3) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Di antara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB IV
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan A,
yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A
UBK

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua)
pasal yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas,
dibentuk UBK pada Dinas.

(2) UBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
Rumah  Sakit Daerah  sebagai unit organisasi
bersifat khusus.

(3) Pembentukan UBK pada Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37B

UBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1)
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang
milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Direktur
Rumah Sakit Daerah, Kepala Puskesmas dan Kelompok
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah
diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni
BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan
di Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Juni 2021
BUPATI MALANG,
ttd.
SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 16 Seri A










